GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1594 /XII/TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dewan pengawas badan layanan umum
daerah dapat dibentuk oleh kepala daerah dan kepala
daerah dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas
untuk mendukung kelancaran tugas dewan
pengawas;

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan badan layanan
umum daerah yang memenuhi ketentuan untuk
dibentuk Dewan Pengawas;

bahwa Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi
Selatan periode 2019-2024 telah berakhir masa
jabatannya, sehingga perlu diangkat Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas untuk periode yang
baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 - 2030;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah beberapa



2.

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tenitang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
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Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 377);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Nomor 29j;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
2130/V1I/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2030
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

1111,

Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji memiliki

tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja
nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi
atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengelola BLUD;

C. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
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e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur
mengenai:
1. rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh
Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD.

KETIGA . Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
da tanggal 31 Yesewber 2024

SULAWESI SELATAN,

gl

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

di Makassar;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Makassar;,

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Makassar;

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Biro Perekonomian dan Adminsitrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Makassar;

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Makassar; dan

10. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR

1594 /+ 1/ TAHuUN 2024

TENTANG

DEWAN

RUMAH

2030

PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 -

DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025 - 2030

JABATAN DEWAN
No i PENGAWAS
1 Dr. Muhammad Ichsan Mustari, Kitii
7 MHM o
5 Prof Dr dr Haerani Rasyid, MKes, -
SpGK SpPD, KGH, FINASIM ]
3 | Drs. Abd. Azis Bennu, M.M Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR  [m4a/xu/ Tatun 9024

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 -
2030

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025 - 2030

JABATAN DEWAN

L NAMA PENGAWAS

1 | Dharmayani Mansyur, SH., M.Si Sekretaris Dewan Pengawas

&7
A ZEITN, AR(F FAKRULLOH
e



